GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 23 TAHUN

Menimbang

Mengingat

2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

a. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kebijakan

keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta rencana
program dan prioritas daerah, tidak sesuai lagi dengan
kondisi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo
Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan
RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hbukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomoer 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Rencana Pemmbangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dam Nomenklatur
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Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 359 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2007 - 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);

12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);

13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-
2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor
22);

14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38);

15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 23};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 23) diubah
sebagai berikut :

Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 1
(1) Rencana Kerja Pembangunan yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun
2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
(2) Dilakukan penyesuaian :
a. target terkait proyeksi indikator makro Provinsi Gorontalo
Tahun 2023;
b. terkait kebijakan keuangan daerah pada BAB III;
c. OPD penanggungjawab program/kegiatan/sub kegiatan pada
BAB IV;dan
d. program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Daerah yang baru sebagai implikasi
atas penetapan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022
dan karena adanya penyesuaian kebijakan keuangan daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Ditetapkan di Gorontalo
Setda Provinsi Gorontalo, pada tanggal 13 juli 2023
ttd Pj. GUBERNUR GORONTALO,
Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H. td

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1011

ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd

BUDIYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR .13.....
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